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ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PAJAK, SOSTALISASI
PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK UMKM (Studi Kasus di KPP Pratama Surakarta)

INDIRA JAYENDRA NARESWARI
22220011

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan
pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
UMKM pada KPP Pratama Surakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kuantitatif metode non probability sampling dengan teknik purposive sampling.
Melibatkan 100 responden yang merupakan wajib pajak UMKM. Analisis data
dilakukan menggunakan regresi linier berganda menggunakan bantuan aplikasi
SPSS 25 , untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen
terhadap variabel dependen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kualitas
Pelayanan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM, Sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak UMKM, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif signifikan
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Secara simultan ketiga variabel tersebut
juga terbukti memberikan pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM . Nilai adjusted R square sebesar 0,519 mengindikasikan bahwa kualitas
pelayanan pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi perpajakan secara simultan mampu
menjelaskan sebesar 51,9% variasi kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan
sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Secara keseluruhan,
penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan pajak, intensitas
sosialisasi pajak, serta penerapan sanksi yang tegas memiliki peranan penting dalam

meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Surakarta.

Kata kunci : Kualitas Pelayanan Pajak, Sosialisasi Pajak, Sanksi Perpajakan,

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
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ANALYSIS OF THE EFFECT OF TAX SERVICE QUALITY, TAX
SOCIALIZATION AND TAX SANCTIONS ON MSME TAXPAYER
COMPLIANCE (Case Study at Surakarta Pratama Tax Office)
INDIRA JAYENDRA NARESWARI
22220011

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of tax service quality, tax socialization,
and tax sanctions on MSME taxpayer compliance at the Surakarta Pratama Tax
Office (KPP Pratama). This study used a quantitative approach using a non-
probability sampling method with a purposive sampling technique. 100
respondents, all MSME taxpayers, were involved. Data analysis was performed
using multiple linear regression using SPSS 25 to determine the effect of each
independent variable on the dependent variable. The results of this study indicate
that Tax Service Quality has a significant positive effect on MSME taxpayer
compliance, tax socialization has a significant positive effect on MSME taxpayer
compliance, and tax sanctions have a significant positive effect on MSME taxpayer
compliance. Simultaneously, these three variables were also proven to have a
significant influence on MSME taxpayer compliance. The adjusted R-square value
of 0.519 indicates that the quality of tax services, tax socialization, and tax
sanctions simultaneously explain 51.9% of the variation in MSME taxpayer
compliance, with the remainder influenced by factors outside this study. Overall,
this study confirms that improving the quality of tax services, the intensity of tax
socialization, and the application of strict sanctions play a significant role in
increasing MSME taxpayer compliance at the Surakarta Pratama Tax Office (KPP

Pratama).

Keywords: Tax Service Quality, Tax Socialization, Tax Sanctions, MSME

Taxpayer Compliance
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai negara berkembang perekonomian indonesia memiliki peranan
penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong
pertumbuhan nasional yang berkelanjutan. Dengan potensi sumber daya alam
yang melimpah, jumlah penduduk yang sangat besar, serta pasar domestik yang
luas, Indonesia memiliki pondasi yang kuat untuk mencapai kemajuan
ekonomi. Untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, negara
memerlukan pendanaan yang memadai. Pemerintah menggunakan penerimaan
pajak untuk mendanai berbagai proyek pembangunan dan memenuhi
kebutuhan negara (Bakeuda, 2021).

Dalam hal ini, pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi
perekonomian Indonesia. Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi
kehidupan bernegara khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan nasional,
mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga subsidi sosial.
Keberlangsungan pembangunan sangatlah bergantung pada seberapa besar
partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh
karena itu, pajak tidak hanya berperan sebagai alat fiskal, tetapi juga sebagai
wujud kontribusi warga negara dalam membangun bangsa.

Berdasarkan Undang - undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1, dijelaskan

bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang



pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Negara 2020 - 2024 (Milyar Rupiah)

2020 1.285.136,32 343.814,21 18.832,82 [ 1.647.783,35
2021 1.547.841,10 458.493,00 5.013,00 (2.011.347,10
2022 2.034.552,50 595.594,50 5.696,10 |2.635.843,10
2023 2.118.348,00 515.800,90 3.100,00 [2.637.248,90
2024 2.309.859,80 492.003,10 430,60 |2.802.293,50

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan tabel 1.1 membuktikan bahwa pajak adalah salah satu
bentuk dari pemasukan negara yang menyumbang pendapatan dengan
persentase terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya. Pendapatan negara
melalui pajak menjadi tulang punggung utama dalam menopang kegiatan
perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan dan penyediaan fasilitas
umum bagi masyarakat maupun pemerintah (Setiawan, 2020). Pentingnya
peranan pajak dalam perekonomian Indonesia tercermin dari proporsinya yang
signifikan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Saat ini, di mana sekitar 70% dari APBN Tahun 2024 bersumber dari
penerimaan pajak.

Di era modern ini, kesadaran akan kewajiban sebagai warga negara,

termasuk membayar pajak, seharusnya sudah menjadi hal yang lumrah bagi



setiap warga negara. Pajak menjadi sumber pendapatan utama Negara.
Meningkatnya kebutuhan belanja negara dari tahun ke tahun menuntut
optimalisasi penerimaan pajak, salah satunya dengan memperluas basis pajak
melalui partisipasi semua lapisan pelaku ekonomi, termasuk sektor Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pada dasarnya, UMKM adalah usaha
atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil,
maupun rumah tangga. Namun, kenyataannya masih banyak masyarakat
khususnya para pelaku UMKM di Indonesia yang belum memahami tentang
aspek — aspek perpajakan seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat
Pemberitahuan (SPT), hingga mekanisme e-filing atau e-billing. Hal ini marak
terjadi di Indonesia, banyak orang tidak mengetahui atau bahkan tahu namun
acuh atas kewajibannya sebagai Wajib Pajak, sehingga mereka tidak
memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini berakibat pada kerugian
hilangnya potensi pajak yang signifikan bagi negara. Keberadaan UMKM di
Indonesia sangat diperhitungkan, karena berkontribusi besar bagi pertumbuhan
ekonomi.

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI tahun
2025 peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia
diperlihatkan dari kontribusinya sebanyak lebih dari 60% terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja, dan
sampai saat ini jumlah UMKM mencapai lebih dari 64 juta unit usaha. UMKM
memegang peranan krusial dalam menopang perekonomian Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, lebih dari 99% unit usaha



di Indonesia merupakan UMKM. Dengan kontribusi besar tersebut, UMKM
memiliki potensi yang signifikan dalam mendukung penerimaan negara
melalui pajak. Namun, dibalik potensi tersebut tingkat kepatuhan wajib pajak
di sektor UMKM masih tergolong rendah. Banyak pelaku UMKM yang belum
sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan mereka. Rendahnya tingkat
literasi pajak, minimnya sosialisasi, serta persepsi negatif terhadap pelayanan
pajak dan sanksi yang diberlakukan turut menjadi penyebab belum optimalnya
penerimaan pajak dari sektor ini.

Literasi pajak dapat diartikan sebagai pemahaman, pengetahuan, dan
kesadaran individu terhadap sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Para Pelaku UMKM yang memiliki literasi pajak yang baik diharapkan mampu
memahami jenis pajak yang harus dibayar, cara pelaporan pajak, hingga hak
dan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Rendahnya tingkat literasi pajak dan
pemahaman UMKM tentang kewajiban perpajakan menjadi isu yang
signifikan. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami proses pendaftaran,
pelaporan, dan pembayaran pajak, yang berujung pada ketidakpatuhan. Atas
kurangnya literasi dan pemahaman UMKM terkait pajak dapat berdampak
negatif pada pendapatan negara dan perkembangan UMKM itu sendiri. Hal ini
dapat menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak, potensi kehilangan
pendapatan negara, serta menghambat pertumbuhan bisnis UMKM tersebut.
Selain itu, masih terdapat banyak dampak yang melekat yang disebabkan oleh
kurangnya literasi dan pemahaman UMKM terkait pajak. Hal ini menjadi

penting karena dampak dapat dirasakan baik oleh para Wajib Pajak dan juga



oleh negara Indonesia itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa baik buruknya pajak
memiliki dampak yang bersifat eksponensial bagi negara itu sendiri.

Berdasarkan survei Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan
oleh DDTC Fiscal Research & Advisory (FRA), mayoritas pelaku UMKM
menyatakan kesediaannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak demi
berkontribusi terhadap pembangunan negara. Hal ini menunjukkan adanya
kesadaran yang cukup tinggi di kalangan pelaku UMKM mengenai pentingnya
peran pajak dalam mendukung perekonomian nasional. Namun, kesadaran
tersebut ternyata belum sejalan dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman
mereka terhadap sistem perpajakan yang berlaku. Faktanya, hanya segelintir
UMKM yang mengaku mengetahui dan memahami ketentuan perpajakan dan
kewajiban pajaknya. Berdasarkan survei DDTC FRA, diketahui hanya 21.48%
dari total pelaku UMKM yang mengetahui dan memahami peraturan
perpajakan (Wildan, 2022). Dengan kata lain, sebagian besar pelaku UMKM
belum memahami secara utuh hak dan kewajiban sebagai wajib pajak,
termasuk prosedur administrasi yang harus dilakukan. Kondisi ini
menyebabkan banyak pelaku UMKM yang berpotensi tidak patuh secara
administratif, bukan karena sengaja menghindari kewajiban pajak, tetapi lebih
karena minimnya literasi perpajakan. Hal ini menjadi tantangan besar bagi
otoritas pajak dalam mendorong kepatuhan pajak sukarela dari sektor UMKM
yang notabene merupakan tulang punggung perekonomian nasional.

Selain itu, edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat

Jenderal Pajak (DJP) belum sepenuhnya menjangkau seluruh pelaku UMKM,



terutama yang berlatar belakang pendidikan rendah atau berada di wilayah
terpencil yang belum akrab dengan teknologi digital. Materi sosialisasi yang
masih bersifat teknis dan rumit juga membuat pemahaman pajak sulit diakses
oleh pelaku usaha kecil yang tidak memiliki latar belakang akuntansi atau
keuangan. Akibatnya, banyak UMKM yang mengandalkan informasi dari
pihak tidak resmi atau bahkan mitos perpajakan yang beredar di masyarakat.
Banyak pelaku UMKM yang tidak menyadari bahwa mereka telah masuk
dalam kategori wajib pajak. Bahkan, ada anggapan bahwa usaha kecil tidak
dikenai pajak, sehingga tidak merasa perlu untuk mendaftarkan NPWP atau
melaporkan penghasilannya. Misalnya, pelaku usaha kecil seperti warung,
pedagang kaki lima, hingga usaha jasa kecil sering kali tidak melaporkan
pajaknya karena tidak memahami aturan atau merasa pajak hanya berlaku bagi
perusahaan besar.

Permasalahan ini diperparah dengan minimnya sosialisasi perpajakan
dari instansi terkait seperti Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Dinas Koperasi
dan UMKM. Tidak hanya itu, keterbatasan akses informasi dan penggunaan
teknologi juga menjadi tantangan dalam era digital sistem administrasi
perpajakan seperti e-filing dan e-billing, sedangkan tidak semua pelaku
UMKM memiliki perangkat dan kemampuan untuk mengoperasikannya.
Berdasarkan latar belakang masalah diatas terdapat beberapa faktor penting
yang diyakini berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM

yakni kualitas pelayanan pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi perpajakan.



Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak
adalah kualitas pelayanan pajak. Untuk mendukung agar sistem berjalan
dengan baik maka perlu adanya kualitas pelayanan pajak yang baik. Kualitas
pelayanan pajak merupakan tingkatan keunggulan pelayanan yang diberikan
oleh instansi perpajakan, dalam memenuhi kebutuhan dan harapan wajib pajak,
baik dari segi kecepatan, ketepatan, kenyamanan, keramahan, maupun
kemudahan akses layanan. Pelayanan pajak yang berkualitas serta profesional
dapat mendorong wajib pajak untuk merasa nyaman dan terdorong
melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak yang baik juga
menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan.

Dalam konteks administrasi perpajakan, sosialisasi merupakan bagian
penting dari strategi penguatan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi pajak adalah
proses penyampaian informasi, edukasi, dan pemahaman mengenai ketentuan
serta kewajiban perpajakan kepada masyarakat, terutama wajib pajak, dengan
tujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepatuhan dalam
melaksanakan kewajiban perpajakan. Banyak wajib pajak, terutama para
pelaku UMKM vyang belum sepenuhnya memahami aturan perpajakan.
Minimnya pemahaman ini sering kali bukan disebabkan oleh niat untuk
menghindari pajak, tetapi karena keterbatasan informasi dan akses edukasi.
Oleh sebab itu, kegiatan sosialisasi sangat penting sebagai sarana jembatan
antara otoritas pajak dan masyarakat.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah sanksi perpajakan. Sanksi

perpajakan merupakan salah satu instrumen penting yang berfungsi untuk



menegakkan kepatuhan pajak. Sanksi diberikan kepada wajib pajak yang tidak
memenuhi kewajiban perpajakannya dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan yang berlaku. Disisi lain, keberadaan sanksi perpajakan berfungsi
sebagai alat penegak hukum untuk menciptakan efek jera bagi wajib pajak yang
tidak patuh. Adapun cara yang yang dilakukan agar meningkatkan rasa
kesadaran membayar pajak contohnya yang dilakukan oleh KPP Pratama
Surakarta yaitu berusaha meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui
program yang berorientasi kepada tanggung jawab sosial atas pembayaran
pajak oleh rakyat. Program tersebut yaitu Business Development Service
(BDS). Program ini dikemas untuk mempermudah fasilitas wajib pajak
mendapatkan akses ke perbankan perihal pinjaman modal. BDS ini merupakan
program dari Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk memberikan
pembinaan dan pelatihan kepada pelaku UMKM, terutama dalam hal
digitalisasi dan globalisasi untuk membantu mereka naik kelas.

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu pilar penting dalam
sistem perpajakan modern. Istilah ini mengacu pada kondisi di mana seorang
wajib pajak, baik perorangan maupun badan, menjalankan seluruh kewajiban
perpajakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa paksaan
dari pihak otoritas pajak. Kewajiban tersebut meliputi mendaftarkan diri untuk
memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung jumlah pajak
yang terutang secara benar, membayar pajak tepat waktu, dan melaporkan
Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sesuai ketentuan. Pengertian kepatuhan

wajib pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.554/KMK/.04/2020



adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan
sebagaimana diatur dalam undang-undang dan melaksanakan peraturan yang
berlaku di negara (Khasanah & Rachman, 2021).

Penelitian terkait kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib
pajak UMKM telah dilakukan penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan
oleh Yunianto (2024) mengatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Surakarta. Sementara pada
penelitian yang dilakukan oleh Nabila dkk. (2024) mengatakan bahwa terdapat
pengaruh kualitas layanan pajak secara signifikan dan positif terhadap
kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Jakarta Timur. Menurut penelitian
yang dilakukan oleh Raihanna (2022) memberikan hasil bahwa sosialisasi
pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sementara
penelitian yang dilakukan oleh Kuncoro (2024) mengatakan bahwa sosialisasi
pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian yang
berhubungan dengan sanksi perpajakan telah dilakukan oleh Utami dkk. (2023)
mengatakan bahwa sanksi perpajakan tidak memberikan dampak nyata
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan penelitian yang dilakukan
oleh Arta & Alfasadun (2022) Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibawah
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama Surakarta memiliki peran strategis dalam mengelola dan mengawasi

kegiatan perpajakan di wilayah kota Surakarta. KPP Pratama Surakarta
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merupakan  unit  pelayanan teknis yang  bertugas  melakukan
pengadministrasian, penyuluhan, pemungutan, serta penegakan hukum
perpajakan kepada seluruh wajib pajak di wilayah Surakarta, termasuk para
pelaku UMKM. KPP Pratama telah melakukan berbagai upaya dalam
meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Permasalahan perpajakan
UMKM di kota Surakarta tidak hanya berdampak pada penerimaan negara,
tetapi juga mencerminkan tantangan dalam membangun budaya sadar pajak di
kalangan pelaku UMKM. Melalui perbaikan kualitas layanan pajak, program
sosialisasi pajak, serta penegakan sanksi perpajakan, KPP Pratama Surakarta
diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan pajak, khususnya
terutama di kalangan wajib pajak UMKM di wilayah kota Surakarta.
Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti
hal tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh kualitas
pelayanan pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan
wajib pajak UMKM, dengan studi kasus pada KPP Pratama Surakarta. Hasil
penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah serta
rekomendasi praktis bagi otoritas pajak dalam merancang strategi yang lebih
tepat, guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak sektor UMKM secara
berkelanjutan. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan
pengkajian masalah ini dengan judul “ANALISIS PENGARUH KUALITAS
PELAYANAN PAJAK, SOSIALISASI PAJAK, DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

(Studi Kasus di KPP Pratama Surakarta)”
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya dengan

topik penelitian kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta, maka

rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1.

Apakah pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak UMKM?

. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak UMKM?
Apakah sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat pada pernyataan diatas, tujuan

dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Untuk mengetahui pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib

pajak UMKM

. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib

pajak UMKM

. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib

pajak UMKM
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1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif, baik secara

bagi pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Bagi Peneliti
Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti dalam mengembangkan
wawasan, pengetahuan, serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai
faktor - faktor seperti kualitas pelayanan pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi
perpajakan dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.
Selain itu, melalui proses penelitian ini, peneliti juga memperoleh
pengalaman dalam mengumpulkan dan menganalisis data, sehingga mampu
meningkatkan kemampuan analitis dan kritis yang berguna dalam
pengembangan keilmuan di masa mendatang.

2. Bagi KPP Pratama Surakarta
Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan
masukan strategis bagi KPP Pratama Surakarta dalam meningkatkan
efektivitas kualitas pelayanan pajak, sosialisasi pajak, serta penerapan
sanksi perpajakan yang tepat sasaran.

3. Bagi wajib pajak UMKM
Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada para
pelaku UMKM mengenai pentingnya kepatuhan pajak sebagai bagian dari
kewajiban hukum dan kontribusi terhadap pembangunan negara. Selain itu,

penelitian ini diharapkan dapat mendorong kesadaran wajib pajak UMKM
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tentang peran pelayanan, sosialisasi, dan sanksi dalam sistem perpajakan.

Sehingga dapat meningkatkan kepatuhan secara sukarela dan berkelanjutan



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Yang Relevan
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Theory of planned
Behavior. Pada tahun 1980 teori ini digunakan untuk mempelajari perilaku
manusia. Theory Planned Behavior (TPB) merupakan pengembangan dari
Theory of Reasoned Action (TRA) yang berkembang pada tahun 1967. Theory
Planned Behavior (TPB) dikemukakan oleh Ajzen pada tahun 1991
mendeskripsikan perilaku pada diri seseorang atau individu. Menurut teori ini,
bahwa perilaku individu ditentukan oleh niat (intention) untuk melakukan

perilaku tersebut. Niat itu dibentuk oleh tiga komponen utama yaitu :

a. Behavioral Beliefs
Behavioral Beliefs adalah keyakinan seseorang atau individu
terhadap hasil atau konsekuensi dari suatu perilaku, yang kemudian akan
membentuk sikap (Attitude) terhadap perilaku tersebut. Dalam penelitian
ini, behavioral beliefs memiliki keterkaitan dengan seluruh variabel pada
penelitian ini. Kualitas pelayanan pajak yaitu kualitas pelayanan pajak yang
baik akan membentuk keyakinan bahwa bahwa proses pemenuhan
kewajiban pajak berjalan mudah, jelas dan nyaman. Keyakinan tersebut
membentuk persepsi yang positif terhadap kepatuhan pajak, sehingga
mendorong sikap untuk patuh. Sosialisasi pajak berperan dalam behavioral

beliefs melalui peningkatan pemahaman wajib pajak mengenai aturan,

14
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manfaat, dan prosedur perpajakan. Ketika wajib pajak memahami
konsekuensi postif dari kepatuhan pajak, maka akan terbentuk keyakinan
bahwa bersikap patuh memberikan manfaat yang baik. Keyakinan ini
kemudian membentuk sikap positif terhadap kepatuhan pajak. Sanksi
perpajakan yakni jika para pelaku UMKM percaya bahwa pelanggaran
pajak akan mengakibatkan kerugian atau sanksi yang berat, makan
keyakinan ini akan memunculkan sikap positif untuk patuh terhadap
kewajiban pajaknya.
b. Normative Beliefs

Normative Beliefs adalah keyakinan seseorang atau individu
terhadap harapan orang lain atau kelompok dan motivasi yang mengarah
pada persetujuan dengan harapan tersebut. Harapan normatif ini akan
membentuk norma subjektif atas suatu perilaku. Dalam penelitian ini,
normatif beliefs memiliki keterkaitan dengan seluruh variabel pada
penelitian ini. Kualitas pelayanan pajak yaitu kualitas pelayanan pajak yang
baik akan menciptakan persepsi bahwa petugas pajak mengharapkan dan
mendorong wajib pajak untuk patuh. Hal ini membentuk keyakinan sosial
bahwa kepatuhan pajak merupakan perilaku yang baik dan diharapkan,
sehingga memperkuat niat wajib pajak untuk patuh. Sosialisasi pajak yakni
jika ada dorongan dari otoritas atau masyarakat untuk mengikuti kegiatan
sosialisasi pajak seperti penyuluhan pajak, yang diberikan oleh petugas
pajak dapat memberikan motivasi kepada wajib pajak agar memiliki

perilaku taat pajak, maka dari hal tersebut mereka akan terdorong untuk
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patuh terhadap kewajiban pajaknya. Sanksi perpajakan memperkuat
normative beliefs dengan menegaskan bahwa ketidakpatuhan pajak
merupakan perilaku yang tidak diterima secara sosial dan melanggar norma
yang berlaku. Adanya sanksi menciptakan persepsi bahwa masyarakat dan
pemerintah mengharapkan kepatuhan terhadap aturan perpajakan. Tekanan
sosial dan norma hukum tersebut akan mendorong wajib pajak untuk
mengikuti perilaku patuh pajak.
c. Control Beliefs

Control Beliefs adalah keyakinan terhadap keberadaan faktor-faktor
yang memudahkan atau menghambat capaian dari tindakan yang
ditunjukkan serta persepsi dari faktor tersebut. Dalam penelitian ini, control
beliefs berkaitan dengan seluruh variabel pada penelitian ini. Kualitas
pelayanan pajak yakni jika akses terhadap layanan mudah dan bantuan
tersedia serta pelayanan pajak yang baik dari petugas pajak dan sistem
perpajakan yang efektif dan efisien, maka para pelaku UMKM akan merasa
mampu untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Sosialisasi pajak membentuk
control beliefs dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib
pajak terhadap prosedur perpajakan. Dengan pemahaman yang baik, wajib
pajak merasa lebih mampu dan percaya diri dalam melaksanakan kewajiban
perpajakannya. Keyakinan atas kemampuan diri tersebut meningkatkan
persepsi kontrol perilaku, sehingga memudahkan wajib pajak UMKM untuk
bersikap patuh. Sanksi perpajakan memengaruhi control beliefs melalui

persepsi wajib pajak terhadap hambatan atau resiko jika tidak patuh.
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Kejelasan dan kepastian sanksi membuat wajib pajak merasa memiliki
kendali untuk menghindari konsekuensi negatif tersebut dengan cara
mematuhi peraturan perpajakan Dengan demikian, sanksi berperan sebagai
faktor pengendali yang memperkuat persepsi kontrol perilaku dan
mendorong kepatuhan pajak.
2.1.1 Kualitas Pelayanan Pajak
Kualitas pelayanan merupakan faktor penting dalam
memberikan kepuasan kepada masyarakat atau pengguna layanan,
khususnya dalam sektor publik seperti pelayanan pajak. Menurut Kotler
dan Keller (2016) kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang
diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk
memenuhi harapan pelanggan. Sedangkan menurut Tjiptono (2019)
kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan
pelanggan serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan
pelanggan/konsumen. Dalam konteks pelayanan publik, khususnya di
bidang perpajakan, kualitas pelayanan mencerminkan sejauh mana
pelayanan yang diberikan oleh instansi pajak seperti KPP Pratama
Surakarta, mampu memenuhi kebutuhan dan harapan wajib pajak dalam
menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Perwujudan layanan
perpajakan yang berkualitas dapat dilakukan dengan cara meningkatkan
kemampuan teknis petugas pajak, perbaikan infrastruktur seperti

perluasan tempat pelayanan terpadu, dan penggunaan sistem informasi
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dan teknologi dalam rangka memberikan kemudahan bagi wajib pajak

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Ermawati, dkk 2022).
Menurut Parasuraman (1998), mengemukakan 5 dimensi yang

digunakan untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan yaitu :

1. Bukti Fisik (Tangible) berkaitan dengan fasilitas secara fisik,
peralatan, pegawai dan media komunikasi yang digunakan dalam
memberikan pelayanan. Contoh dalam pelayanan pajak adalah
kondisi ruang pelayanan, kelengkapan fasilitas, dan penampilan
pegawai pajak.

2. Keandalan (Reliability) berkaitan dengan kemampuan perusahaan
untuk memberikan pelayanan yang akurat, terpercaya, dan konsisten.
Dalam konteks pelayanan pajak, ini berarti petugas dapat memberikan
informasi dan pelayanan yang tepat waktu dan sesuai prosedur.

3. Daya Tanggap (Responsiveness) berkaitan dengan ketersediaan atau
kemampuan para karyawan untuk membantu dan merespon wajib
pajak serta menginformasikan kapan pelayanan akan diberikan secara
tepat.

4. Jaminan (Assurance) yakni perilaku para karyawan mampu
menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan dan
perusahaan biasa menciptakan rasa aman bagi para pengetahuan,
kesopanan, dan kemampuan pegawai dalam menimbulkan

kepercayaan wajib pajak.
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5. Empati  (Empathy) yakni kemampuan untuk memahami,
memperhatikan, dan memberikan perhatian secara individual kepada
wajib pajak. Artinya, pegawai pajak bersikap ramah dan peduli
terhadap permasalahan atau kesulitan yang dihadapi oleh wajib pajak.

Kualitas pelayanan pajak sangat penting dalam meningkatkan
kepatuhan wajib pajak, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM). UMKM sering kali mengalami keterbatasan

pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Oleh karena itu, pelayanan

yang baik, cepat, dan mudah dipahami sangat membantu mereka dalam
melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2.1.2 Sosialisasi Pajak
Menurut Walidain (2021), sosialisasi perpajakan merupakan
upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) khususnya Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) untuk memberikan pemahaman, informasi, dan pengarahan
kepada masyarakat tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan
perpajakan dan peraturan perundang - undangan perpajakan. Sosialisasi
pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan
kesadaran dan kepatuhan masyarakat atau wajib pajak terhadap
kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang mendapatkan informasi dan
edukasi secara jelas dan memadai akan lebih memahami hak dan
kewajibannya dalam sistem perpajakan. Hal ini akan mengurangi
kemungkinan terjadinya pelanggaran atau ketidaktahuan dalam

pelaporan dan pembayaran pajak. Semakin sering dan intensif sosialisasi
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dilakukan, semakin tinggi pula kemungkinan wajib pajak untuk patuh
dalam menyampaikan SPT, membayar pajak tepat waktu, dan mematuhi
peraturan yang berlaku. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada
para wajib pajak, khususnya untuk para pelaku UMKM maka usaha akan
mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2013
tentang pedoman penyuluhan perpajakan. Peraturan tersebut
menjelaskan bahwa tugas edukasi perpajakan dilakukan oleh tim
penyuluhan perpajakan yang dibentuk berdasarkan keputusan pimpinan
unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Dalam Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(PERMENPAN RB) No. 49 Tahun 2020 menjelaskan bahwa tugas
jabatan fungsional penyuluh pajak yaitu melaksanakan kegiatan
penyuluhan dan pengembangan penyuluhan di bidang perpajakan yang
bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat wajib pajak agar
semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan
memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Direktorat Jenderal Pajak
(DJP), sosialisasi pajak merupakan bagian dari strategi komunikasi
perpajakan yang bertujuan untuk membentuk sikap positif masyarakat
terhadap sistem perpajakan dan meningkatkan tingkat kepatuhan
sukarela. Sosialisasi dilakukan dengan berbagai metode dan media, baik

secara langsung maupun tidak langsung, untuk menjangkau berbagai
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lapisan masyarakat, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM). Menurut Rosliyati (2015), sosialisasi perpajakan dibedakan
menjadi 2 (dua) yaitu :
1. Sosialisasi langsung
Sosialisasi langsung yaitu metode penyampaian informasi
perpajakan secara tatap muka antara petugas pajak atau instansi pajak
dengan wajib pajak atau masyarakat. Proses ini memungkinkan
adanya interaksi dua arah, dimana para peserta sosialisasi dapat secara
langsung mengajukan pertanyaan, meminta klarifikasi, atau
menyampaikan keluhan. Sosialisasi yang dilakukan secara langsung
dapat mengurangi adanya berita yang tidak benar atau hoax mengenai
isu perpajakan di dalam masyarakat. Penyampain sosialisasi secara
langsung lebih efektif dan efisien dikarenakan masyarakat khususnya
wajib pajak akan lebih mudah memahami sosialisasi yang
disampaikan. Berikut beberapa contoh sosialisasi langsung yaitu
seminar atau workshop perpajakan baik yang diselenggarakan oleh
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun pihak ketiga, penyuluhan
pajak keliling dimana petugas datang ke sekolah, ke desa, atau kampus
untuk memberikan edukasi, konsultasi tatap muka di Kantor
Pelayanan Pajak (KPP), dan webinar atau live event online, seperti

zoom atau YouTube live.
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2. Sosialisasi tidak langsung
Sosialisasi tidak langsung adalah metode penyebaran informasi
perpajakan tanpa adanya kontak atau interaksi langsung antara
petugas pajak dan wajib pajak. Akan tetapi, sosialisasi ini dilakukan
dengan menggunakan media perantara dalam proses menyampaikan
informasi perpajakan. Berikut beberapa contoh sosialisasi tidak
langsung yaitu penyebaran brosur, pamflet, dan poster pajak, iklan
layanan masyarakat di televisi, radio, koran, atau media online,
publikasi artikel dan berita perpajakan di situs web resmi DJP atau
media massa, postingan media sosial resmi, seperti di instagram,
twitter, atau facebook.
2.1.3 Sanksi Perpajakan
Sanksi perpajakan merupakan alat penegakan hukum yang
digunakan oleh otoritas pajak untuk memastikan kepatuhan wajib pajak
dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Sanksi perpajakan
merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi
(Mardiasmo, 2018). Sanksi ini dikenakan kepada wajib pajak yang tidak
memenuhi kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan, baik karena kesalahan administratif, keterlambatan
pembayaran, maupun tindakan yang mengandung unsur penghindaran

atau penggelapan pajak.
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Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (UU KUP) No. 28 Tahun 2007, sanksi perpajakan terbagi
menjadi dua jenis, yaitu :

1). Sanksi administrasi yang terdiri dari :

a) Sanksi administrasi berupa bunga, adalah sanksi administrasi yang
dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban
pembayaran pajak. Sanksi bunga dikenakan atas pelanggaran yang
dilakukan wajib pajak terkait dengan keterlambatan membayar
pajak terutang. Besarnya sanksi bunga tergantung jenis
pelanggaran yang dilakukan, serta berapa lama keterlambatan
dilakukan. Semakin lama pembayaran pajak dilakukan maka, nilai
sanksi bunga yang harus dibayar akan semakin besar.

b) Sanksi administrasi berupa denda, adalah jenis sanksi yang paling
banyak ditemukan dalam undang-undang perpajakan. Sanksi
denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap
pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan. Secara
lebih terperinci, sanksi ini dikenakan terhadap pelanggaran yang
berkaitan dengan ketentuan jangka waktu pelaporan SPT,
kewajiban pembuatan faktur, dan keberatan atau permohonan
banding yang ditolak atau diterima sebagian. Adapun pada
sejumlah pelanggaran, sanksi administrasi berupa denda dapat
ditambah dengan sanksi pidana. Namun, pelanggaran yang dikei

sanksi pidana adalah pelanggaran yang sifatnya disengaja.
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c¢) Sanksi administrasi berupa kenaikan, adalah sanksi yang paling
ditakuti oleh wajib pajak karena jumlah pajak yang harus dibayar
bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi kenaikan dikenakan karena
wajib pajak memberikan informasi yang salah, sebagai dasar
perhitungan pembayaran pajaknya. Jika dibandingkan dengan
kedua jenis sanksi administrasi sebelumnya, yaitu denda dan
bunga, sanksi kenaikan relatif lebih besar.

2). Sanksi pidana , menurut Mardiasmo (2018) meliputi :

a) Sanksi pidana, adalah berbeda dengan sanksi berupa denda
administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada wajib pajak
yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa
denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang
diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang
melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana
yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

b) Sanksi kurungan, adalah pidana kurungan yang hanya diancamkan
kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Ancaman dapat
ditujukan kepada wajib pajak pihak ketiga. Pelanggar peraturan
tersebut dalam ketentuannya sama hukumnya dengan sanksi denda
pidana, namun apabila tidak bisa memenuhi sanksi pidana, maka
akan diganti dengan pidana kurungan selama - lamanya.

¢) Sanksi penjara, sanksi ini sama halnya dengan sanksi kurungan.

Sanksi penjara merupakan hukuman perampasan kemerdekaan
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pada pelanggar peraturan yang dinilai berat. Sanksi penjara
diancamkan terhadap kejahatan dan tidak ada yang ditujukan
kepada pihak ketiga, pejabat, dan wajib pajak.

Penerapan sanksi perpajakan berperan sebagai instrumen
pendorong untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dari para pelaku
UMKM. Sanksi yang tegas dan konsisten dapat menciptakan efek jera
bagi pelaku usaha yang mencoba menghindari kewajiban perpajakan,
sekaligus mendorong wajib pajak lain untuk patuh dalam pelaporan dan
pembayaran pajak. Namun demikian, efektivitas sanksi perpajakan
dalam mendorong kepatuhan UMKM juga sangat bergantung pada
pemahaman pelaku UMKM terhadap ketentuan perpajakan. Jika wajib
pajak tidak memahami alasan dikenakannya sanksi atau tidak mengerti
cara memenuhi kewajiban pajaknya, maka sanksi justru dapat
menimbulkan resistensi, ketakutan, atau bahkan memunculkan persepsi

negatif terhadap otoritas pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu
Pada penjelasan ini, peneliti memberikan beberapa hasil penelitian terdahulu
yang mempunyai keterkaitan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Berikut
beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang

berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM :
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Penulis dan Judul . Alat .
No Tahun Penelitian Variabel Analisis Hasil
1 |Nabila dkk. |Pengaruh Variabel X : |Analisis |- Kualitas layanan
(2024) Kualitas X1 : Kualitas [Regresi  |pajak
Layanan layanan pajak |Linier berpengaruh
Pajak, Sanksi | X2 : Sanksi  |Berganda |secara positif dan
Pajak dan pajak signifikan
Kesadaran  |X3: terhadap
Wajib Pajak |Kesadaran kepatuhan wajib
Terhadap wajib pajak pajak UMKM
Kepatuhan - Sanksi pajak
Wajib Pajak |Variabel Y : berpengaruh
UMKM di  |Kepatuhan secara positif dan
Wilayah wajib pajak signifikan
Jakarta Timur|[UMKM terhadap
kepatuhan wajib
pajak UMKM
-Kesadaran wajib
pajak
berpengaruh
secara positif dan
signifikan
terhadap
kepatuhan wajib
pajak UMKM
2 |Istigomah Faktor - Variabel X : |Analisis |- Pengetahuan
Rizki faktor yang |X1 : Regresi  |perpajakan tidak
Yunianto mempengaru |Pengetahuan |Linier berpengaruh
(2024) hi kepatuhan |perpajakan Berganda [terhadap
wajib pajak |X2 : Kualitas kepatuhan wajib
UMKM di  |Pelayanan pajak UMKM
kota X3 : Sanksi -Kualitas
Surakarta Pajak pelayanan tidak
X4 : Tarif berpengaruh
pajak terhadap
kepatuhan wajib
Variabel Y : pajak UMKM
Kepatuhan -Sanksi pajak
wajib pajak tidak berpengaruh
UMKM terhadap
kepatuhan wajib
pajak UMKM

-Tarif pajak
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Penulis dan Judul . Alat .

No Tahun Penelitian Variabel Analisis Hasil
berpengaruh
terhadap
kepatuhan wajib
pajak UMKM

3 |Arta& Pengaruh Variabel X :  |Analisis |- Tarif pajak
Alfasadun [tarif pajak, [X1 : Tarif Regresi  |berpengaruh
(2022) pemahaman |pajak Linier positif dan

perpajakan, |X2 : Berganda [signifikan
dan sanksi ~ |Pemahaman terhadap
perpajakan  |perpajakan kepatuhan wajib
terhadap X3 : Sanksi pajak UMKM
kepatuhan  |perpajakan - Pemahaman
wajib pajak perpajakan
UMKM Kota |Variabel Y : berpengaruh
Pati Kepatuhan positif dan
wajib pajak signifikan
UMKM terhadap
kepatuhan wajib
pajak UMKM
- Sanksi
perpajakan
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap
kepatuhan wajib
pajak UMKM

4 |Utami dkk. |Pengaruh Variabel X :  [Analisis |- Pengetahuan
(2023) pengetahuan |X1 : Regresi  |perpajakan

perpajakan, |Pengetahuan |Linier berpengaruh
sosialisasi perpajakan Berganda |positif dan
perpajakan, |X2: signifikan
kesadaran Sosialisasi terhadap
pajak,dan perpajakan kepatuhan wajib
sanksi pajak |X3: pajak UMKM
terhadap Kesadaran - Sosialisasi
kepatuhan pajak perpajakan
wajib pajak |X4 : Sanksi berpengaruh
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No

Penulis dan
Tahun

Judul
Penelitian

Variabel

Alat
Analisis

Hasil

UMKM

pajak

Variabel Y :
Kepatuhan
wajib pajak
UMKM

positif dan
signifikan
terhadap
kepatuhan wajib
pajak UMKM

- Kesadaran
perpajakan
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap
kepatuhan wajib
pajak UMKM

- Sanksi
perpajakan tidak
memberikan
dampak nyata
terhadap
kepatuhan wajib
pajak UMKM

Permata &
Zahroh
(2022)

Pengaruh
pemahaman
perpajakan,
tarif
pajak,dan
sanksi
perpajakan
terhadap
kepatuhan
wajib pajak
UMKM

Variabel X :
X1:
Pemahaman
perpajakan
X2 : Tarif
Pajak

X3 : Sanksi
Perpajakan

Variabel Y :
Kepatuhan
wajib pajak
UMKM

Analisis
Regresi
Linier
Berganda

- Pemahaman
perpajakan
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap
kepatuhan wajib
pajak UMKM

- Tarif pajak
berpengaruh
negatif dan tidak
signifikan
terhadap
kepatuhan wajib
pajak UMKM

- Sanksi
perpajakan
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap
kepatuhan wajib
pajak UMKM
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Penulis dan Judul . Alat .
No Tahun Penelitian Variabel Analisis Hasil
6 |Herlyana Pengaruh Variabel X : |Analisis |- Insentif pajak
Diyah Safitri [pemberian | X1 : Insentif |Regresi |[UMKM tidak
(2022) insentif pajak |pajak UMKM |Linier berpengaruh
UMKM, tarif | X2 : Tarif Berganda [terhadap
pajak, sanksi [pajak kepatuhan wajib
perpajakan, |X3 : Sanksi pajak UMKM
dan perpajakan selama pandemic
pemahaman |X4 : Covid-19
perpajakan  [Pemahaman - Tarif pajak
terhadap perpajakan berpengaruh
kepatuhan terhadap
wajib pajak | Variabel Y : kepatuhan wajib
UMKM Kepatuhan pajak UMKM
selama wajib pajak selama pandemic
pandemi UMKM Covid-19
Covid-19di |[selama - Sanksi
kota pandemic perpajakan
Surakarta Covid-19 berpengaruh
terhadap
kepatuhan wajib
pajak UMKM
selama pandemic
Covid-19
- Pemahaman
perpajakan
berpengaruh
terhadap
kepatuhan wajib
pajak UMKM
selama pandemic
Covid-19
7 |Laura Pengaruh Variabel X : |Analisis |- Kualitas
Raihanna Kualitas X1 : Kualitas |Regresi |pelayanan pajak
(2022) Pelayanan pelayanan Linier tidak berpengaruh
Pajak, pajak Berganda [terhadap
Insentif X2 : Insentif kepatuhan wajib
Pajak, Tarif |pajak pajak UMKM
Pajak, X3 : Tarif - Insentif pajak
Sosialisasi  |pajak tidak berpengaruh
Pajak dan X4 : terhadap
Sanksi Sosialisasi kepatuhan wajib
Perpajakan  |pajak pajak UMKM
terhadap X5 : Sanksi - Tarif pajak tidak
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Penulis dan Judul . Alat .
No Tahun Penelitian Variabel Analisis Hasil
Kepatuhan |Perpajakan berpengaruh
Wajib Pajak terhadap
UMKM Variabel Y : kepatuhan wajib
Kepatuhan pajak UMKM
wajib pajak - Sosialisasi pajak
UMKM tidak berpengaruh
terhadap
kepatuhan wajib
pajak UMKM
- Sanksi
perpajakan
berpengaruh
terhadap
kepatuhan wajib
pajak UMKM
8 |Yusuf Faktor - Variabel X :  [Analisis |- Sosialisasi pajak
Aryasatya  [|faktor yang |X1 : Regresi  |berpengaruh
Kuncoro mempengaru |Sosialisasi Linier terhadap
(2024) hi kepatuhan |pajak Berganda (kepatuhan wajib
wajib pajak | X2: pajak UMKM
UMKM di  |Pengetahuan - Pengetahuan
pasar mebel |perpajakan perpajakan
gilingan X3: berpengaruh
surakarta Mekanisme terhadap
pembayaran kepatuhan wajib
pajak pajak UMKM
X4 : Sanksi - Mekanisme
pajak pembayaran pajak
berpengaruh
Variabel Y : terhadap
Kepatuhan kepatuhan wajib
wajib pajak pajak UMKM
UMKM - Sanksi pajak
berpengaruh
terhadap
kepatuhan wajib

pajak UMKM
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2.3 Kerangka Pikir
Kerangka pikir dalam penelitian ini menggambarkan hubungan antara
variabel independen yaitu Kualitas Pelayanan Pajak (X1), Sosialisasi Pajak
(X2), Sanksi Perpajakan (X3), terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan
Wajib Pajak UMKM (Y). Gambaran kerangka pikir dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

Kualitas Pelayanan Pajak
(X1)

47

Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM
(Y)

Sosialisasi Pajak (X2)

Sanksi Perpajakan (X3)

Gambar 2.1 : Kerangka Pikir
2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan sementara yang diajukan
sebagai penjelasan terhadap suatu fenomena atau masalah, yang perlu diuji
kebenarannya melalui penelitian atau percobaan. Dengan kata lain, hipotesis
adalah jawaban sementara yang belum terbukti kebenarannya, dan akan diuji
lebih lanjut untuk menentukan apakah dugaan tersebut benar atau salah.
2.4.1 Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak UMKM

Menurut Lupiyoadi (2016) kualitas adalah perpaduan antara sifat dan

karakteristik yang menentukan sejauh mana keluaran dapat memenuhi
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persyaratan kebutuhan pelanggan, jadi pelanggan yang menentukan dan
menilai sampai seberapa jauh sifat dan karakteristik tersebut memenuhi
kebutuhannya. Sedangkan menurut Kasmir (2017 : 47) Pelayanan diartikan
sebagai tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan
kepuasan kepada pelanggan atau sesama karyawan. Jadi, Kualitas Pelayanan
adalah seluruh pelayanan terbaik yang diberikan untuk tetap menjaga kepuasan
bagi wajib pajak dan dilakukan berdasarkan undang-undang perpajakan.
Kualitas pelayanan pajak yang diberikan oleh otoritas pajak memiliki peran
penting dalam membentuk persepsi dan sikap wajib pajak, khususnya pelaku
UMKM.

Kualitas pelayanan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak
UMKM melalui pembentukan sikap positif terhadap otoritas pajak. Pelayanan
yang cepat, ramah dan transparan meningkatkan persepsi kontrol perilaku,
karena wajib pajak merasa proses administrasi menjadi lebih mudah dilakukan.
Selain itu, pelayanan yang berkualitas juga membentuk norma subjektif yang
positif, dimana wajib pajak terdorong untuk patuh karena lingkungan sosialnya
menilai kepatuhan sebagai hal yang baik. Ketika petugas pajak mampu
memberikan informasi yang jelas dan bantuan yang memadai, wajib pajak
UMKM cenderung akan merasa lebih terbantu dan tidak ragu dalam melakukan
pelaporan maupun pembayaran pajak. Oleh karena itu, kualitas pelayanan
menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka.
Dalam hal ini, peningkatan kualitas pelayanan pajak diprediksi akan

berbanding lurus dengan peningkatan kepatuhan. Artinya, semakin baik
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kualitas pelayanan yang diterima oleh wajib pajak UMKM baik dari segi
ketetapan waktu, kejelasan informasi, kemudahan proses, maupun sikap
petugas pajak maka semakin tinggi pula kemungkinan mereka untuk patuh
dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang
berlaku. Hasil penelitian terdahulu dari Nabila dkk. (2024) mengatakan bahwa
terdapat pengaruh kualitas layanan pajak secara signifikan dan positif terhadap
kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Jakarta Timur.
H1 : Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
2.4.2 Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM

Sosialisasi pajak merupakan salah satu strategi penting yang dilakukan
oleh pemerintah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak,
terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui
sosialisasi yang tepat, wajib pajak UMKM dapat memperoleh informasi yang
jelas mengenai kewajiban perpajakan, tata cara pelaporan, serta manfaat dari
membayar pajak secara tertib. Bentuk sosialisasi dapat berupa penyuluhan
langsung, seminar, media digital, hingga penyebaran brosur yang mudah
diakses oleh pelaku UMKM. Ketika sosialisasi dilakukan secara efektif dan
berkelanjutan, maka hal ini dapat mengurangi kebingungan atau kekeliruan
yang sering terjadi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Sosialisasi pajak
adalah upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pemahaman,

informasi dan pedoman kepada masyarakat tentang peraturan perundang -
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undangan perpajakan. Sosialisasi pajak berperan penting dalam membentuk
sikap, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku wajib pajak UMKM.
Melalui sosialisasi yang efektif, wajib pajak memperoleh pemahaman dan
pengetahuan yang lebih baik tentang kewajiban perpajakan, sehingga
menumbuhkan sikap positif terhadap kepatuhan pajak. Selain itu, sosialisasi
pajak juga memperkuat norma subjektif, karena wajib pajak merasa terdorong
oleh lingkungan sosial untuk berperilaku patuh.

Dengan meningkatnya pengetahuan dan dukungan sosial tersebut, niat
serta perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM akan semakin meningkat.
Menurut Megantara dkk. (2017) ketika sosialisasi perpajakan dikomunikasikan
secara jelas oleh perpajakan, maka wajib pajak harus mengetahui akan
pentingnya membayar pajak, yang secara langsung meningkatkan kepatuhan
wajib pajak. Tingginya tingkat sosialisasi pajak yang dilakukan pemerintah
maka akan akan berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak
dalam membayar pajak (Sari & Saryadi, 2019). Hal ini diperkuat oleh
penelitian yang dilakukan oleh Yulia, et al., (2020) yang menyatakan bahwa
sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan
wajib pajak.

Semakin intensif dan efektif kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh
otoritas pajak, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam
melaporkan dan membayar pajaknya. Sebaliknya, minimnya informasi dan
edukasi pajak kepada pelaku UMKM berpotensi menurunkan tingkat

kepatuhan karena kurangnya pemahaman terhadap peraturan dan prosedur
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perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, sosialisasi pajak menjadi variabel
penting yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak
sektor UMKM. Hasil penelitian terdahulu dari Kuncoro (2024) mengatakan
bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
H2 : Sosialisasi Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak UMKM

2.4.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM

Sanksi perpajakan merupakan alat pengendali yang digunakan oleh
pemerintah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan
kewajiban perpajakannya. Bagi pelaku UMKM, ancaman terhadap sanksi
administratif seperti denda, bunga, maupun sanksi pidana perpajakan dapat
menjadi pertimbangan penting dalam mengambil keputusan untuk patuh
terhadap aturan perpajakan. Ketegasan dalam penerapan sanksi dapat
menimbulkan efek jera, sehingga pelaku UMKM menjadi lebih berhati-hati
dan berusaha untuk tidak melakukan pelanggaran, baik secara sengaja maupun
tidak disengaja. Sanksi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak
UMKM melalui pembentukan sikap dan persepsi kontrol perilaku.

Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten menumbuhkan sikap positif
terhadap kepatuhan, karena wajib pajak menyadari konsekuensi negatif dari
ketidakpatuhan. Selain itu, sanksi juga meningkatkan persepsi kontrol perilaku,
dimana wayjib pajak merasa memiliki tanggung jawab dan dorongan yang lebih

kuat untuk memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, keberadaan sanksi
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yang jelas dan adil mampu memperkuat niat serta perilaku kepatuhan wajib
pajak. Dalam konteks ini, semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap risiko
dikenakannya sanksi jika tidak patuh, maka semakin tinggi pula
kecenderungan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat
waktu dan sesuai aturan. Sebaliknya, jika sanksi tidak diterapkan secara
konsisten atau dianggap ringan, maka kepatuhan wajib pajak UMKM
cenderung menurun.

Sanksi pajak sebagai jaminan bahwa wajib pajak akan patuh dalam
membayar pajaknya dan bagi pelanggar akan dikenai sanksi baik berupa sanksi
administrasi maupun sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku sehingga dengan adanya sanksi pajak tersebut dapat meningkatkan
kepatuhan pajak dalam diri wajib pajak (Mawarni & Saharsini, 2022). Oleh
karena itu, sanksi perpajakan berperan penting sebagai instrumen penegakan
hukum yang mendorong terciptanya kepatuhan sukarela di kalangan pelaku
UMKM. Hasil penelitian terdahulu dari Arta & Alfasadun (2022) mengatakan
bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak UMKM.

H3 : Sanksi Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
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KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian ini, pengujian hipotesis,
serta pembahasan pada seluruh variabel penelitian, maka dapat disimpulkan
beberapa hal sebagai berikut :
1. Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
2. Sosialisasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak UMKM.
3. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak.
5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan pada
penelitian ini, maka ada beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai
berikut :
1. Bagi Otoritas Pajak (KPP Pratama Surakarta)

Meningkatkan kualitas pelayanan pajak dengan memperluas akses
layanan berbasis digital, mempercepat proses administrasi, serta
meningkatkan kemampuan petugas dalam memberikan informasi yang
akurat dan komunikatif. Memperkuat program sosialisasi perpajakan,

khususnya melalui media digital, webinar, video edukasi, dan kunjungan
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lapangan agar informasi perpajakan lebih mudah dipahami oleh para pelaku
UMKM. Menerapkan sanksi secara konsisten, adil, dan transparan untuk
menegakkan kepatuhan tanpa menimbulkan kesan memberatkan, sehingga
dapat memperkuat rasa keadilan dan kepercayaan para wajib pajak UMKM.
Memperluas fasilitas konsultasi pajak gratis bagi UMKM untuk mengurangi
kesalahan pelaporan akibat kurangnya pemahaman teknis.
. Bagi Pelaku UMKM

Mengikuti program sosialisasi, pelatihan, atau konsultasi perpajakan
guna meningkatkan pemahaman mengenai peraturan, tarif,dan prosedur
perpajakan. Memanfaatkan layanan digital perpajakan seperti e-faktur, e-
billing, dan e-filling untuk mempermudah pelaksanaan kewajiban dan
mengurangi resiko kesalahan administrasi. Membangun kesadaran dan
komitmen internal bahwa kepatuhan pajak merupakan kewajiban hukum
yang mendukung keberlanjutan usaha dan memberikan manfaat bagi
lingkungan bisnis.
. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk menambah variabel lain seperti pemahaman

perpajakan, tarif pajak, kesadaran wajib pajak, atau modernisasi sistem
perpajakan untuk memperkaya model penelitian. Mengembangkan
instrumen penelitian yang lebih variatif dan mendalam agar dapat
menangkap aspek sikap atau motivasi wajib pajak secara lebih optimal.
Memperluas wilayah penelitian ke beberapa KPP atau daerah lain agar hasil

penelitian memiliki cakupan yang lebih luas.
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